
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rincian Tugas Jabatan Pada Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah 
Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah 
Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1821); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438) ; 

3. Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5494); 

Mengingat 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, 
maka perlu diatur Rincian Tugas Jabatan pada Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan; 

BUPATI LAMPUNG SELATAlf, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RINCIAlf TUGAS JABATAlf PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 60 TAHUN 2016 

TENTAlfG 

PROVINS! LAMPUNG 

BUPATI LAM PUNG SELATAN 

- ----- 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksariaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan. 
5. Sekret.aris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupate n 

Lampung Selatan. 
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. 
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. 
8. Unit Pelayanan Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS JABATAN 
PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik lndonesia Nomor 58, Tarnbahan Lcmbaran Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tcntang Rencana 
lnduk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 
2028 (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5262); 

7. Peraturan Pemerin tah N omor 18 Tah un 20 16 ten tang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 15); 

9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, 
serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

Mcnetapkan 



Bagan struktur organisasi Dinas sebagaimana dimaksud clalam 
Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini, 

Bagian Kedua 
Struktur Organisasi 

Pasal 3 

h. Kelompok jabatan fungsional. 

g. Kepala Unit Pelaksana Teknis; clan 

f. Kepala Bidang Kesenian, membawahi : 
1. Seksi Pengembangan Seni; clan 
2. Seksi Pertunjukan Kesenian. 

e. Kepala Bidang Kebuclayaan, membawahi: 
1 . Seksi Adat clan Buclaya; clan 
2. Scksi Cagar Buclaya clan Sejarah. 

cl. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, mernbawahi : 
1. Seksi Analisis Data Informasi clan Kerjasama Pariwisata; 

clan 
2. Seksi Promosi. 

c. Kepala Bidang Pengernbangan Pariwisata, membawahi : 

1. Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata; 
2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan 
3. Scksi Pernbinaan Usaha Pariwisata. 

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, adalah 
sebagai berikut : 

a. Kepala Dinas 
b. Sekretariat, membawahi : 

1. Subbag Umum clan Kepegawaian; 
2. Subbag Perencanaan clan Evaluasi; clan 
3. Subbag Keuangan clan Aset. 

Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal2 

BAB II 
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4, rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut: 

a. mcnyusun dan merumuskan program dan kebijakan teknis 
dibidang Pariwisata dan Kebudayaan dalam rangka 
pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
dinas; 

b. mcmirnpin , membina mengoordinasikan, mcrnantau dan 
mengcndalikan pelaksanaan program dan kebijakan Lcknis 
dibidang Pariwisata dan Kebudayaan agar scsuai dcngan 
perencanaan yang telah ditentukan; 

c. merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan mclaporkan 
kcbijakan dan program kerja dibidang pembinaan d an 
pcngembangan obyek daya tarik wisata, surnbcr daya 
man usia dan usaha pariwisata; 

d merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan rnelaporkan 
kebijakan dan program kerja dibidang pengolahan dan 
arialisis data tenlang informasi dan kerjasama pariwisata, 
serta pelaksanaan promosi pariwisata; 

e. merumuskan, melaksanakan, merigevaluasi dan melaporkan 
kebijakan dan program kerja dibidang pengembangan dan 
pelestarian adat, budaya, cagar budaya dan sejarah; 

r. merumuskan, melaksanakan, mengevaluasi dan melapor kan 
kebijakan dan program kerja dibidang pengembangan scni 
dan pelaksanaan pertunjukan kesenian; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Dinas lnstansi 
terkait dalam bidang Pariwisata dan Kebudayaan agar terjadi 
kcsamaan persepsi dan kesatuan langkah dan gerak dalam 
pelaksanaan pembangunan; 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai 
acuan dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 5 

Tugas pokok Kepala Dinas adalah rnernirnpin Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas, 
melaksanakan pembinaan terhadap aparatur Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan, melaksanakan kerja sama dan koordinasi 
dibidang pelaksanaan dan pengendalian pernbangunan dibidang 
Pariwisata dan Kebudayaan dengan instansi Pemerintah dari 
Organisasi lairmya, sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal4 

BABill 
RINCIAN TUGAS JABATAN 



administrasi dalam - pengelolaan d. membina bawahan 
kepegawaian kantor; 

c. mernbina bawahan dalam pengelolaan urusan umum, rumah 
tangga, administrasi surat-menyurat dan kearsipan; 

b. mernim pin , mengarahkan serta mernantau bawahan dalarn 
melaksanakan tugas dibidang ketatausahaan, agar dapat 
berjalan se suai dengan program dan rencana kerja yang telah 
disusun; 

Pasal 7 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimakaud 
dalam Pasal 6, rincian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh bidang daJam 
rangka penyusunan program kerja Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan sebagai pedoman penyusunan Anggarnn 
Pendapatan dan Belanja Dinas, serta program dan rencana 
kerja Sekretariat untuk dijadikan bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

Tugas Pokok Sekretaris adalah membantu Kcpala Dinas 
rnclakukan koordinasi penyusunan program rcncana kerja Dinas 
yang rneliputi pengelolaan urusan umum, rumah tangga, surat- 
rnenyurat, kepegawaian, melaksanakan perencanaan, evaluasi 
dan pelaporan kegiatan Dinas, serta mengelola adrniniatra si 
urusan keuangan pengelolaan perlengkapan dan aset dinas, 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Bagian kedua 

Sekretaris 
Pasal6 

i. membagi habis tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 
dibidang teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang berada dilingkungan Dinas Pariwisata dan 
Kcbudayaan mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing; 

J. memberi petunjuk teknis dan pengarahan serta bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas, untuk 
rnerighindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanuan 
tu gas; 

k. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan tentang 
langkah-langkah dan kebijakan yang akan diarnbil dibidang 
Pariwisala dan Kebudayaan; 

L mcnilai hasil pelaksanaan tugas dari bawahan urituk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

m. membual laporan kepada atasan sebagai pertanggungjawaban 
kcrja dan sebagai masukan untuk dijadikan bahan 
pcrtirnbangan lebih lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Uril.u k menyelenggarakan tugas pokok scbagairnaria dimaksud 
dalarn Pasal 8, rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian adalah sebagai berikut : 

Pasal9 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang surat- 
menyurat, kearsipan, kepegawaian, hubungan kemasyarakatan, 
dokumentasi dan ketertiban dalam lingkungan dinas, 
ketatalak sanaan dan urusan rumah tangga lainnya, 

Pasal8 

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
alasan. 

bah an sebagai L mengevaluasi hasil kerja bawahan 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

m. mernbuat laporan kepada Kepala Dinas scbagai 
perta.nggungjawaban kerja dan masukan untuk dijadikan 
bahan dalarn menyusun program dan rencana kcrja Dinas 
lcbih lanjut; dan 

e. merumuskan program dan rencana kerja sama dengan unit 
kerja terkait, melaksanakan evaluasi dan merumuskan 
laporan kcgiatan pada Dinas Pariwisa ta dan Kcbudayaan dan 
la poran kegiatan ketatausahaan kantor; 

r. mengarahkan bawahan dalarn mengelola adrninistrasi 
keuangan yang rneliputi penyusunan anggaran Din a s, 
pembukuan perlanggungjawaban serta penyusunan keuangan 
kantor: 

g. mengarahkan bawahan dalam penyusunan rencana 
pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penyimpanan, 
distribusi dan penghapusan perlengkapan, peralatan dan asct 
kantor; 

h. mernpclajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Dinas scrta peraturan perundang- 
undangan yang berhubungan dengan ketatauaahaan scbagai 
landasan dalam pelaksanaan tugas Sekretariat; 

1. membagi habis tugas pada Sekretartat kepada bawahan, agar 
setiap aparatur yang ada memahami tugas dan langgung 
jawabnya masing-masing; 

J. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program dan rencana kerja selanjutnya; 

k. membina dan memberikan motivasi kepada bawahan agar 
mampu melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 



a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program dan rencana 
kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian untuk dijadikan 
pcdoman dalam pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian clan menyusun bahan untuk pemecahanan 
masalahnya; 

c. rnelaksanakan penataan administrasi surat-menyurat untuk 
mempermudah proses lebih lanjut; 

d. memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian para 
pejabat pengelola barang lingkup Dinas; 

c. memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menyangkut 
urusan kedinasan; 

f. rnelaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas 
kantor; 

g. melakukan bahan penyusunan jadwal acara dan administrasi 
kegiatan Kepala Dinas; 

h. membina kegiatan ketertiban, kehumasan dan ketatalaksanaan 
dilingkungan Dirias: 

i. rnclaksanakan pengelolaan clan pelayanan kepustakaan Dinas: 
J. mencari, mengumpulkan, menghirnpun, serta menyajikan data 

dan informasi yang berhubungan dengan bidang kepegawaian; 
k. menyiapkan bahan dalam rangka menyelesaikan administrasi 

kepegawaian yang meliputi urusan kenaikan pangkat, urusan 
mutasi jabatan, penyelesaian kenaikan gaji berkala , proses 
pcrnbcrian surat izin cuti, proses urusan pensiun serta 
pcrnberian sanksi atas pelanggaran peraturan kepegawaian; 

I. mcngurnpulkan, menyusun dan mengolah data bahan 
penyusunan pecloman dan petunjuk teknis pembinaan dan 
penataan sistern, metode dan prosedur kerja serta 
pcndayagunaan aparatur; 

m.rncnyiapkan dan memantau penyediaan ternpat dan 
pcrlengkapannya untuk keperluan pelaksanaan ra pat dan 
pertem uan clinas lainnya; 

n. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsiorial Umum dilingkungan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna clan bcrhasil-guna; 

o. mcrnbagi habis tugas Sub Bagian Pcrcncanaan kcpada 
aparatur Jabatan Fungsional Urn um (J FU) scbagai 
bawahannya, agar setiap personil mernahami tugas d a n 
tanggung jawabnya masing-rnasing: 

p. mengumpulkan, menghimpun, dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan 
tugas kepada atasan dan sebagai masukan dalarn penyusunan 
program lebih lanjut; dan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan 



Un t.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, rincian tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan 
dan Evaluasi aclalah sebagai berikut : 

a. melakukan koorclinasi clengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Sekrelariat dalam rangka penyusunan program clan rencana 
kerja Sub Bagian Perencanaan clan Evaluasi untuk dijadikan 
pcdornan dalarn pelaksanaan tugas; 

b. mcnginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian Perencanaan 
dan Evaluasi dan menyusun bahan untuk pernecahanan 
masalahnya; 

c. mcngumpulkan bahan dan bckcrja sama dengan urrit kerja 
tcrkait dalam rangka merumuskan arah kcbijakan sclur uh 
bidarig: 

d. mcngumpulkan data untuk bahan pcnyusunan rcncana 
kegiatan Dirias baik bularian , triwulan, semester, ta hu na n , 
jangka pendek, mcnengah clan panjang berdasarkan data 
Pariwisata dan Kebudayaan yang telah ada; 

c. mcncari, mengumpulkan, menghimpun, mcnyusun sorta 
menyajikan data dan informasi yang berhubungan dengan 
tugas kantor sebagai bahan perencanaan lebih lanjut; 

f. menyiapkan bahan evaluasi clan pengendalian tcrhadap 
pelaksanaan kegiatan kantor; 

g. mcnyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pelaksuriaun 
program kerja dan kegiatan operasional (bulanan, triwulan , 
semester maupun tahunan); 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatari 
Fungsional Umum (JF'U) dilingkungan Sub Bagian Percncanaan 
dan Evaluasi agar dapat melaksanakan tugas secara bcrdaya- 
guna dan berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Sub Bagian Perencanaan dart Evaluasi 
kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar set.iap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

J. mengumpulkan, menghimpun, mengevaluasi dan menyusun 
data dari bawahan sebagai bahan untuk mernbuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan dan sebagai masukan dalam 
penyusunan rencana program lebih lanjut; clan 

k. mclaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

Pasal 11 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 
adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang 
percncanaan pelaksanaan kegiatan, evaluasi dan penyusurian 
laporan kegiatan Dinas. 

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi 

Pasal 10 



rencaria 
maupun 

penyusunan 
Dinas rutin 

bah an 
belanja 

n. melaksanakan penyiapan 
penerimaan dan anggaran 
Pem bangunan; 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Sckrct.aria t d alarn rangka penyusunan program dan rcnca na 
kcrja Sub Bagian Keuangan dan Asct untuk dijadikan pcdornan 
dalarn pelaksanaan pekerjaan; 

b. mcnginvcntarisasi pcrmasalahan yang berhubungan dcngan 
bidang lugas Sub Bagian Keuangan dan Asel dan menyusu n 
bahan untuk pemecahanan masalahnya; 

c. rnernproses usulan pengangkatan dan pernberhentian para 
pcjabat pengelola anggaran dan barang lingkup Dinas; 

d. mengumpulkan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta menyiapkan 
bahan penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Dinas; 

e. mengumpulkan bahan penyusunan rencana kebutuhan 
keuangan d inas; 

f. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rcncana 
perubahan anggaran dinas; 

g. membuat laporan keuangan setiap bulan dan akhir tahun; 
h. melakukan administrasi pembukuan secara sistematis dan 

kronologis sesuai dengan ketentuan pcraturan perundang- 
undangan yang berlaku untuk memudahkan kontrol terhadap 
pcnggunaan keuangan dinas; 

1. memproses usulan pengangkatan dan pemberhentian 
pimpinan pelaksana teknis kegiatan atasan langsung 
bendaharawan, pemegang barang lingkup Dinas; 

J. melaksanakan pembinaan dan bimbingan administrasi 
keuangan dan perbendaharaan; 

k. mcnyelenggarakan pernbukuan, perhitungan dan vcrifikaai 
pertanggungjawaban keuangan; 

L melaksanakan urusan rumah tangga Dinas yang meliputi 
Iasilitasi dan pelayanan akornodasi, pemeliharaan sarana dan 
prasarana kantor: 

m.membcrikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 
perneriksaan; 

Untuk mcnyclenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 121 rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan dan 
Aset adalah sebagai berikut : 

Pasal 13 

Tugas pokok Kepala Sub Bagian Keuangan dan Asel adalah 
melaksanakan sebagian tugas Sekretariat dibidang penyiapan 
bahan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi 
pcnyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban 
scrta laporan keuangan Dinas, serta pengclolaan adrninistrasi 
perlengkapan dan aset kantor. 

Pasal 12 

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset 



a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekrctariat dalam rangka penyusunan program kerja Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan serta rencana kerja pada Bidang 
Pengembangan Pariwisata untuk menjadi bahan acuan dalam 
pelaksanaan tugas; 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 14, rincian tugas Kepala Bidang Pengembangan 
Pariwisata ada lah sebagai berikut : 

Pasal 15 

Pasal 14 

Tugas pokok Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata adalah 
melakukan koordinasi penyusunan program kerja dibidang 
pengembangan pariwisata, melakukan koordinasi penyusunan 
program kerja dinas dibidang penyusunan dan pelaksanaan 
kebijakan teknis, program kerja, pembinaan, pengembangan dan 
penyuluhan kepariwisataan yang meliputi administrasi, 
pendataan, pemantauan, pengawasan, kualifikasi, pengaturan 
tckriis pelaku usaha wisata/jasa wisata, objek daya tarik wisata , 
industri wi sa ta , ekonomi kreatif dan mcmberikan laporan kcpada 
kcpala dinas melalui sekretaris sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Bagian Ketiga 
Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata 

o. mclaksanakan pembinaan dan birnbingan adrninistras i 
keuangan dan perbendaharaan; 

p. menyelcngarakan pembukuan, pcnghitungan dan vcrifika si 
pcrtanggungjawaban keuangan; 

q. membcrikan bimbingan penyelesaian tindak lanjut hasil 
pcmerikaaan; 

r. mcnyelenggarakan penataan dokumen keuangan dan 
pcnyusunan laporan realisasi anggaran; 

s. mcmimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur ,Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub Bagian Kcuangan 
dan Asct agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guria 
dan bcrhaeil-guna; 

L. membagi habis tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset kepada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya, agar sctiap personil memahami tugas dun 
tanggung jawabnya masing-rnasing: 

u. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan untuk membuat laporan pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai pertanggungjawaban kerja clan masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

v. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
pcnyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

w. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan, sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku. 



Kepala Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 

Pasal 16 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata 
adalah mclaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan 
Pariwisata dalam rangka pengembangan obyek daya tarik wisata. 

f. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pengembangan 
Pariwisata dengan instansi terkait agar terjadi persepsi dan 
kesatuan langkah serta gerak dalam pelaksanaan tugas, agar 
pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan program 
kerja yang telah disusun; 

g. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pariwisata dan Kebudayaan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Pengembangan Pariwisata sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

h. membagi habis tugas pada Bidang Pengembangan Pariwisata 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami 
be ban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

i. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
scbagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

J. memberikan motivasi kepada bawahan agar marnpu 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. membuat laporan kepada Kepala Dinas scbagai 
perlanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kerja dinas lebih 
lanjut.; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 

pengawasan 
tarik wisata , 

c. mclaksanakan pengelolaan administrasi dan pcridataan 
pelaku usaha wisata/jasa wisata, objek daya tarik wisata, 
industri wisata dan ekonomi kreatif; 

d. rnelaksanakan pembinaan, pemantauan dan 
pelaku usaha wisata/ jasa wisata, objek day a 
industri wisata dan ekonorni kreatif; 

c. menctapkan kualifikasi dan pengaturan teknis terhadap 
pelaku usaha wisata/ jasa wisata, objek daya tarik wisata, 
industri wisata dan ekonomi kreatif; 

b. mernimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalam 
melaksanakan tugas dibidang pengembangan pariwisata yang 
meliputi pengumpulan dan penyiapan bahan teknis kerja , 
pembinaan, pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 
kegiatan agar terlaksana sesuai dengan pcrencanaan yang 
telah ditentukan; 



Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 18, rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Sumbcr 
Daya Manusia adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Pengembangan Pariwisata dalam rangka periyu aurta n 
program clan rencana kerja Seksi Pengembangan Sumber Daya 
Manusia untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengembangan 
Sumber Daya Manusia dan menyusun bahan untuk 
pcrnecahan masalahnya; 

Tugas pokok Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bidang Pengembangan 
Pariwisata dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia. 

Pasal 19 

Pasal 18 

Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Pasal 17 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud 
dalam Pasal 16, rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Obyek 
Daya Tarik Wisata adalah sebagai berikut : 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Pengembangan Pariwisata dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Seksi Pengembangan Obyek Daya 
Tarik Wisata untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
tugas: 

b. menginvcntarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengembangan Obyek 
Daya Tarik Wjsata clan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

c. memantau perkembangan Obyek Daya Tarik Wisala; 
d. mencatat dan mendata obyek-obyek wisata yang ada; 
e. memimpin, mengarahkan clan memotivasi aparatur Jabatan 

Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pengembangan 
Obyek Daya Tarik Wisata agar dapat melaksanakan tugas secara 
bcrclaya-guna clan berhasil-guna; 

f. membagi habis tugas Seksi Pengembangan Obyek Daya Tarik 
Wisata kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum scbagai 
bawahannya agar setiap personil mernahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

g. mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membual laporan pelaksanaan tugas kepada atasan se bagai 
pertariggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalarn 
pcnyusunan program clan rencana kerja lcbih lanjut; 

h. merigevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
pcnyempurnaan hasil kcrja lebih lanjut.; clan 

1. rnclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 



c. melaksanakan penyiapan administrasi untuk pemberian 
rckomendasi perizinan usaha pariwisata sesuai dengan tugas 
seksi Pembinaan Usaha Pariwisata; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan ye.mg 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pembinaan Usaha 
Pariwisata dan menyusun bahan untuk pemecahan 
masalahnya; 

Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 20, rincian tugas Kepala Seksi Pembinaan Usaha 
Pariwisata adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Pengembangan Pariwisata dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata 
untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

Pasal 21 

Tugas pokok Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata adalah 
mclaksanakan sebagian tugas Bidang Pengcmbangan Pariwisata 
dalam rangka pembinaan Usaha Pariwisata. 

Pasal 20 

Kepala Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata 

c. menyiapkan dan melaksanakan bahan laporan dan evaluasi 
dalam pelaksanaan tugas meningkatkan pelayanan, pembinaan 
dan pengembangan sumber daya rnanusia yang mcliputi 
pernerintah dan swasta, maupun masyarakat umum; 

d. menyiapkan dan melaksanakan bahan koordinasi untuk 
meningkatkan pelayanan, pembinaan dan pengembangan 
sumber daya rnanusia yang rneliputi pemerintah dan swasta, 
maupun masyarakat umum; 

e. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Umum (,JF'U) dilingkungan Seksi Pengembangan 
Sumbcr Daya Manusia agar dapat melaksanakan tugas sccara 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

r. membagi habis tugas Seksi Pengembangan Sumber Daya 
Manusia kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum scbagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

g. mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
pcnyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
pcnycmpurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kcdinasan lainnya yang dibcrikan olch 
atasan. 



Pasal 22 

T'ugas pokok Kepala Bidang Pernasaran Pariwisata adalah 
membantu sebagian tugas kepala dinas dibidang Pemasaran 
Pariwi sata, melakukan koordinasi penyusunan program kerja 
dinas dibidang penyusunan clan pelaksanaan kebijakan tekrris, 
program kerja, pengumpulan dan penyiapan bahan promosi, 
mcnyediakan pelayanan informasi mengenai panwisata, 
kebudayaan, kesenian clan ekonomi krcatif serta mernberikan 
laporan kepada kepala dinas melalui bagian sekretaris sesuai 
dengan keten tuan yang berlaku. 

Pasal23 
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, rincian tugas Kepala Bidang Pemasaran 
Pariwisata adalah sebagai berikut : 
a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 

Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan serta rencana kerja pada Bidang 
Pernasaran Pariwisata untuk menjadi bahan acuan dalarn 
pclaksariaan tugas; 

Bagian Keempat 

Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata 

m. melaksanakan tugas keclinasan lainnya yang diberikan oleh 
alasan. 

J. 

1. 

(J 
b' 

mernantau perkembangan kegiatan pelaku usaha pariwisata; 
menyiapkan laporan jumlah rekomendasi perizinan usaha yang 
Lelah dikcluarkan setiap tahun; 

h. mcncatat, rnendata dan mcngorganisir kelompok 
masyarakat/organisasi yang ber kaitan dengan keparrwiaataa n; 
mernirn pin , mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Um urn p F'U) dilingkurigan Seksi Pembinaan Usaha 
Pariwisata agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya- 
guna dan berhasil-guna; 
mcmbagi habis tugas Seksi Pembinaan Usaha Pariwisata 
kepada aparatur Jabatan F'ungsional Umum scbagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
langgung jawabnya masing-masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan unluk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan scbagai 
pcrtanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalarn 
penyusunan program dan rencana kerja lebih ianjut; 

l. rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan urituk 
penyempurnaan hasil kerja lebih Ianjut; clan 

f. 

d. melaksanakan penyiapan kegiatan pembinaan clan pengarahan 
untuk pelaku usaha wisata mengenai standarisasi. norma, 
klasifika si standar mutu produk clan pendataan, kernudahan 
usaha par iwi sata; 

c. rnelaksanakan dan menyiapkan bahan koord ina si dcngan 
stakeholder dan usaha pariwisata; 



Kepala Seksi Analisis Data Informasi dan Kerja Sama Pariwisata 

Pasal24 

Tugas pokok Kepala Seksi Analisis Data Informasi dan Kerja Sama 
Pariwisata adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang 
Pcmasaran Pariwisata dalam Analisis Data !nformasi dan Kerja 
Sama Pariwisata. 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan da.larn 
melaksanakan tugas dibidang pemasaran pariwisata yang 
rncliputi pcngurnpulan dan penyiapan bahari tek nis kerja, 
pcmbinaan , pemantauan dan pengendalian pelaksanaan 
kcgiatan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan yang 
tclah ditentukan; 

c. mernberikan pelayanan informasi mengenai partwisata , 
kebudayaan, kesenian dan ekonomi krcatif kepada pihak yang 
mernbut.uhkan: 

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan 
lembaga pemerintah maupun swasta untuk mengkaji dan 
menganalisa informasi pasar dalam dan luar negeri; 

c. menjalin dan meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan 
lembaga-lembaga pariwisata pusat dan stakeholder dalam 
rangka pengembangan promosi dan pernasaran pariwisata, 
kebudayaan, kesenian dan ekonomi kreatif; 

f. menyelenggarakan kegiatan promosi pariwisata, kebudayaan , 
kesenian dan ekonomi kreatif baik dalam dan luar negcri; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pemasaran 
Pariwisata dengan instansi terkait agar terjadi persepsi 
persepsi dan kesatuan langkah serta gerak dalam 
pelaksanaan tugas, agar pelaksanaan tugas dapat berjalan 
sc suai dengan program kerja yang telah disusun; 

h. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pariwisata dan Kebudayaan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Pernasaran Pariwisata sebagai landasan dalam 
pelaksanaan tugas; 

1. membagi habis tugas pada Bidang Pemasaran Pariwisata 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami 
be ban tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

J. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai rnasukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

k. memberikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

l. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
m. mclakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guria 

menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 
n. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 

pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan unluk 
dijadikan bahan dalarn menyusun program kcrja dinas lcbih 
lanj ut; dan 

o. rnclaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
at.asa n , 



Tugas pokok Kepala Seksi Prornosi adalah melaksanakan sebagian 
tugas Bidang Pemasaran Pariwisata dalam Seksi Prornosi. 

Kepala Seksi Promosi 
Pasal 26 

Untuk rnenyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 24, rincian tugas Kepala Seksi Analisis Data lnforrnasi 
dan Kerja Sama Pariwisata adalah sebagai berikut : 

a. rnelakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Pernasaran Pariwisata dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Seksi Analisis Data Informasi dan 
Kcrja Sama Pariwisata untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan tugas; 

b. mcnginveritarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
bcrhubungan dengan bidang tugas Seksi Analisis Data Inforrna si 
dan Kerja Sama Pariwisata dan rnenyusun bahan untuk 
pcmecahan masalahnya; 

c. rnelaksan akan dan mcnyiapkan bahan untuk pelayanan 
informasi; 

d. mclak sarrakan dan menyiapkan bahan koordiriasi untuk 
mengkaji dan rnenganalisa informasi pasar dalam dan luar 
negen; 

e. melaksanakan dan rnenyiapkan bahan koordinasi dengan 
lernbaga pariwisata; 

f. melaksanakan dan menyiapkan bahan untuk rnenjalin dan 
meningkatkan koordinasi dengan lembaga-lernbaga pariwisata 
pusat dan stakeholder- dalam rangka pengernbangan promosi 
dan pcmasaran pariwisata, kebudayaan, kesenian dan ekonomi 
krca tif; 

g. memimpin, rnengarahkan dan mernotivasi aparatur .Iabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Analisis Data 
lnformasi dan Kerja Sama Pariwisa ta agar dapat melaksanakan 
lugas sccara bcrdaya-guna dan berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Seksi Analisis Data lnformasi dan Kcrja 
Sama Pariwisata kepada aparatur .Jabatan Furigsional Umum 
scbagai bawahannya agar setiap personil mcrnaharni tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

i. mcngumpulkan, rnenghimpun dan rnenyusun ba ha n u nt.uk 
mcrnbuat laporan pclaksanaan tugas kepada atasan scbaga i 
pertanggungjawaban kerja dan scbagai masukan dalam 
pcnyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

J- mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
pcnyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

k. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
a taaan. 

Pasal 25 



Bagian Kelima 

Kepala Bidang Kebudayaan 

Pasal28 

Tugas pokok Kepala Bidang Kebudayaan adalah membantu 
sebagian tugas kepala dinas dibidang Kebudayaan, melakukan 
koordinasi penyusunan program kerja dinas dibidang 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan tekrris, program kerja, 
mcmbina lembaga adat, menggali, mengembangkan, 
melcstar ikan, melakukan penyuluhan, pemantauan, pengawasan, 
perlindungan pemeliharaan dan pemanfataan Benda Cagar 
Budaya (BCB), warisan Benda Budaya (WBB), pengadaan; 
pengamanan, pemilikian, klasifikasi cagar budaya, benda sejarah, 
benda purbakala dan permuseuman serta memberikan laporan 
kepada kepala dinas melalui bagian sekretaris sesuai dengan 
ketcntuan yang berlaku. 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 26, rincian tugas Kepala Seksi Promosi adalah sebagai 
berikut : 

a. melakukan koordinasi dcngan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Pemasaran Pariwisata dalam rangka penyusunan 
program dan rencana kerja Seksi Promosi untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. rnenginvcntarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Promosi yang meliputi 
kegiatan pemasangan iklan, pengadaan sarana pendukung 
promosi pariwisata, kebudayaan, kcsenian dan ekoriomi kreatif, 
promosi daerah melalui media pers, cetak dan elektronik baik 
dalam maupun luar negeri, pameran serta kegiatan promosi lain 
yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dan menyusun 
bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. melaksanakan promosi potensi pariwisata, kebudayaan , 
kcsenian dan ekonorni kreatif dalam dan luar negeri; 

d. mcmimpin, mcngarahkan dan mernotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Promosi agar dapat 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

c. membagi habis tugas Seksi Promosi kepada aparatur .Jabatan 
Fungsional Umum sebagai bawahannya agar setiap personil 
mcmahami Lugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

I. mcngumpulkan, mcnghimpun dan mcnyusun bahan untuk 
mcmbuat laporan pclaksariaan tugas kepada atasan scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program clan rencana kerja lebih lanjut; 

g. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

h. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

Pasal 27 



d. mclaksanakan kebijakan nasional, mernfasilitasi dan 
melakukan kemitraan dcngan berbagai pihak lcrnbaga adat; 

c. mclakukan dokumentasi dan pernbinaan terhadap warisan 
budaya, sejarah dan purbakala; 

f. melaksanakan upaya perlindungan, pemeliharaan dan 
pemanfataan Benda Cagar Budaya (BCB), Warisan Benda 
Budaya (WBB ), situs sejarah dan purbakala; 

g. mempelajari peraturan perundang-undangan yang 
bcrhubungan dengan Pariwisata dan Kebudayaan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dcngan 
Bidang Kebudayaan sebagai landasan dalam pclaksanaan 
tu gas; 

h. membagi habis tugas pada Bidang Kebudayaan kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada memahami beban 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

i. menerima, mempelajari laporan dan saran dari bawahan 
sebagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

J· mernberikan motivasi kepada bawah an agar marnpu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

k. rnengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. melakukan kerjasama dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

m. membuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 
pcrtanggungjawaban kerja dan sebagai masukan un tuk 
dijadikan bahan dalam menyusun program kcrja dinas lebih 
lanjut; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 
atasan. 

c. membina lembaga adat, melestarikan, menggali dan 
menanamkan nilai-nilai lradisi; 

b. mernimpin, mengarahkan serta mcmantau bawahan dalarn 
melaksanakan tugas dibidang kebudayaan, agar dapat 
berjalan sesuai dengan program dan rencana kerja yang te lah 
disusun; 

Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28, rincian tugas Kepala Bidang Kebudayaan adalah 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan koordinasi dengan seluruh Bidang dan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Din as 
Pariwisata dan Kebudayaan serta rencana kerja pada Bidang 
Kebudayaan untuk menjadi bahan acuan dalam pclaksanaan 
tugas; 

Pasal29 



Kepala Seksi Cagar Budaya dan Sejarah 

Pasal32 

Tugas pokok Kepala Seksi Cagar Budaya dan Sejarah adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam sek si 
cagar budaya dan sejarah. 

atasan. 

lembaga adat, melakukan 
serta pembinaan watak dan 

d. melaksanakan pernbinaan 
penanaman nilai-nilai tradisi 
potensi bangsa; 

e. melaksanakan kebijakan nasional, norma dn standar serta 
pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa dibidang tradisi 
pada rnasyarakat; 

f. melakukan kemitraan dengan berbagai pihak lembaga adat; 
g. mcrnirnpin , mengarahkan dan memotivasi aparatur Jabatan 

Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Adat dan Budaya 
agar dapal melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
bcrhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Seksi Adat dan Budaya kepada aparatur 
.Jabata n Fungsional Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
ma.sing; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pcrtanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalarn 
pcnyusunan program dan rencana kerja lcbih lanjut; 

J. mcngevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

k. melaksanakan lugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 

Unt uk menyelenggarakan Lugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalarn Pasal 30, rincian tugas Kepala Seksi Adal dan Budaya 
adalah sebagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 

Bidang Kebudayaan dalam rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Adat dan Budaya untuk dijadikan pedoman 
dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Adat dan Budaya dan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. melakukan penginventarisasian, perigkajian, mendokumentasian 
adat istiadat dan nilai budaya; 

Pasal 31 

Tugas pokok Kepala Sek si Adat dan Budaya adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Kebudayaan dalam Adat dan Budaya. 

Pasal30 

Kepala Seksi Adat dan Budaya 



n. mclaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan olch 
atasan. 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

l. mengumpulkan, menghimpun clan menyusun bahan untuk 
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalarn 
pcnyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

. . masmg-masing; 

k. membagi habis tugas Seksi Cagar Budaya clan Sejarah kepada 
aparatur ,Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya agar 
sctiap pcrsonil memahami tugas dan tanggung jawabnya 

J. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Cagar Budaya dan 
Sejarah agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
dan berhasil-guna; 

i. mengoordinasikan dan memfasilitasi peran serta masyarakat 
dalam upaya perlindungan, pemeliharaan dan pernanfataa n 
Benda Cagar Budaya dan situs; 

h. mernbuat kajian-kajian terhadap fakta clan faktor sejarah untuk 
pengembangan informasi dibidang sejarah; 

g. mclaksanakan upaya perlilndungan, pemeliharaan dan 
pcmanfataan Benda Cagar Budaya (BCB), dan Warisan Benda 
Buclaya (WBB I: 

I. mcrnberikan penghargaan tokoh yang berjasa dibidang 
pemetaan sejarah dan pengembangan sejarah; 

e. mcnyelenggarakan diklat dibidarig cagar budaya dan sejarah; 

d. melaksanakan pembinaan terhadap warisan budaya, sejarah 
clan purbakala; 

c. rnelakukan inventarisasi pengembangan terhadap sarana 
warisan bangsa, sejarah dan purbakala; 

b. mcnginvcntarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Cagar Budaya clan 
Sejarah clan menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

Pasal 33 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 32, rincian tugas Kepala Seksi Cagar Budaya dan 
Sejarah adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi clengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Kebudayaan dalam rangka penyusunan program dan 
rcncana kerja Seksi Cagar Budaya clan Sejarah untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 



g. rnenyelenggarakan pameran, peragaan dan pernentasan scni 
budaya baik didalam ataupun luar negeri; 

h. menyclenggarakan kegiatan festival, pameran dan lomba 
secara berjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten; 

r. melaksanakan penelitian dan rekomendasi, penetapan kriteria 
dan prosedur penyelenggaraan tcrhadap pergelaran seru 
budaya baik di dalam maupun luar negerr, serta 
pcnyelenggaraan festival, pameran dan lomba tingkat 
kabupaten; 

e. melaksanakan penetapan kebijakan daerah dan peningkatan 
apresiasi seni tradisicnal dan modern, serta penetapan 
mengenai perlindungan Hak Kekayaan lntelektual (HaK!) 
dibidang kesenian; 

d. melaksanakan pembinaan terhadap sanggar seni atau pelaku 
scni yang meliputi kesenian daer ah , penggalian, 
pcngembangan dan pelestarian macam jenis kesenian daera h 
dan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala 
Kabupaten; 

c. menginventarisasi dan mendokurnentasian jumlah dan jeriis 
kcscnian tradisional dan modern; 

b. memimpin, mengarahkan serta memantau bawahan dalarn 
rnelaksanakan tugas dibidang ke se nia n , agar dapat berja.la.n 
sesuai dengan program dan rencana kerja yang telah 
disusun; 

a. rnclaksanakan koordiriasi dcngan seluruh Bidarig dan 
Sekretariat dalam rangka penyusunan program kerja Dina s 
Pariwisata dan Kebudayaan serta rencana kerja pada Bidang 
Kcsenian untuk menjadi bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

Untuk rncnyelcnggarakan tugas pokok scbagaimana dirnaksud 
dalarn Pasal 34, rincian tugas Kepala Bidang Kcsen ian adalah 
scbagai berikut : 

Pasal35 

Pasal 34 

Tugas pokok Kepala Bidang Kesenian adalah membantu sebagian 
tugas kepala dinas dibidang Kesenian, melakukan koordinasi 
penyusunan program kerja dinas dibidang penyusunan dan 
pelaksanaan kebijakan teknis, pembinaan sanggar-sanggar seni, 
pengoordinaaian, pengernbangan, pelestarian, penyuluhan, 
pemantauan, pengawasan, perlindungan perneliharaan, 
perlindungan terhadap Hak Kekayaan lntelektual (HaKI), 
pengadaan, pengamanan, pemilikian, klasifikasi seni, serta 
memberikan laporan kepada kepala dinas melalui bagian 
sekretaris ses uai dengan keterituan yang berlaku. 

Bagian Keenam 
Kepala Bidang Kesenian 



d. melaksanakan pernbinaan terhadap sanggar serii atau pelaku 
seni yang meliputi kesenian daerah, penggalian, pengembangan 
dan pelestarian macam jenis kesenian daerah dan kegiatan 
pcndidikan dan pelatihan kesenian skala Kabupaten; 

dan pengkajian c melakukan penginventarisasian, 
mendokumentasian kesenian; 

b. rncnginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pengembangan Seni 
dan menyusun bahan untuk pernecahan masalahnya; 

a. rnclakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Keseriian dalarn rangka penyusunan program dan 
rencana kerja Seksi Pengembangan Seni untuk dijadikan 
pedornan dalam pelaksanaan tugas; 

Unt.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 36, rincian tugas Kepala Seksi Pengembangan Seni 
adalah sebagai beriku t : 

Pasal37 

adalah 
dalam 

Pen gem bangan Seni 
Kepala Bidang Keseni 

Tugas pokok Kepala Seksi 
me!aksanakan sebagian tugas 
Pengembangan Seni. 

Pasal36 

Kepala Seksi Pengembangan Seni 

p. melaksariakan tugas kedinasan lain yang diberikan olch 
atasan. 

1. mernpelajari peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan Pariwisata dan Kebudayaan serta 
peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan 
Bidang Kesenian sebagai landasan dalam pelaksanaan tugas; 

J· membagi habis tugas pada Bidang Kesenian kepada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing: 

k. mcncrima, mernpclajari laporan dan saran dari bawahan 
scbagai masukan untuk dijadikan bahan dalam menyusun 
program kerja selanjutnya; 

l. rnembcrikan motivasi kepada bawahan agar mampu 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

m. mcngcvaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

n. mclakukan kcrjasarna dengan unit kerja yang ada guna 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas; 

o. rnembuat laporan kepada Kepala Dinas sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan untuk 
dijadikan bahan dalam rnenyusun program kerja dinas lebih 
lanjut; dan 



c. mclaksanakan pcnelitian dan rekomendasi terhadap pergclaran 
scni budaya baik di dalam maupun lua r negeri; 

yang 
Seni da n 

b. mcnginventarisasi permasalahan-permasalahan 
berhubungan dengan bidang tugas Seksi Pertunjukan 
mcnyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

a. melakukan koordinasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan 
Bidang Kesenian dalam rangka penyusunan program dan 
rcncana kerja Seksi Pertunjukan Seni untuk dijadikan pcdornan 
dalarn pclaksanaan tugas; 

Untuk mcnye lenggarakan tugas pokok sebagairnana dimaksud 
dalam Pa sal 38, rincian tugas Kepala Sek si Pcrtunjukan Scn i 
adalah se bagai beriku t : 

Pasal 39 

Kepala Seksi Pertunjukan Kesenlan 

Pasal 38 

Tugas pokok Kepala Seksi Pertunjukan Scni adalah melaksanakan 
sebagian tugas Bidang Kesenian dalam rangka Pertunjukan 
Kescnian. 

m. melaksanakan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kcpada atasan scbagai 
pcrtanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
pcnyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

. . masmg-masmg; 

J. membagi habis tugas Seksi Pengembangan Seni kepada 
aparatur .Jabatan Fungsional Umum sebagai bawahannya agar 
setiap personil memahami tugas dan tanggung jawabnya 

i. mcmimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur .Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pengembangan Seni 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna: 

h. menginventaris jenis dan macam kesenian daerah; 

tradisional dan scni 
kajian sern tingkat 

g. mclakukan pcningkatan apresiasi scru 
pcncmbangan serta revitalisa si dan 
kabupatcn; 

f. mclaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman yang 
tclah berjasa kepada bangsa, Negara atau dacrah; 

e. melaksanakan penetapan kebijakan daerah dan peningkatan 
apresias i seni tradisiorial dan modern, serta penetapan mcngenai 
pcrlindungan Hak Kckayaan Intelektual (HKI) dibidang kcscnian: 



Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, rnaka Peraturan 
Bupati Lampung Selatan Nornor 22 Tahun 2008 tentang Rincian 
Tugas Jabatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten 
Lampung Selatan (Berita Daerah Kabupaten Lampung Selalan 
Tahun 2008 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 41 

KETENTUAN PENUTUP 

BABV 

Kctcnt.uan lain mengenai Unit Pelayanan Tcknis dan Kelompok 
.Jabatan Fungsional diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri. 

Pasal 40 

KETENTUAN LAIN LAIN 

BAB IV 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh 
atasan. 

J· mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan untuk 
pcnyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; dan 

1. mengurnpulkan, menghimpun dan menyusun bahan untuk 
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai masukan dalam 
penyusunan program dan rencana kerja lebih lanjut; 

h. mcrnbagi habis tugas Seksi Pertunjukan Seni kepada aparatur 
.Jabatan Fungsicnal Umum sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masmg; 

g. mernirnpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur Jabatan 
Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Seksi Pertunjukan Seni 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

f. penyelenggaraan kegiatan festival, pameran dan lornba secaara 
bcrjenjang dan berkala di tingkat Kabupaten; 

d. pcneyelenggaraan pameran, peragaan dan pementasan seru 
budaya baik didalam ataupun luar negeri; 

e. melaksanakan penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan 
festival, pameran dan lomba tingkat kabupaten; 



; -'FREDY SM 

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2016 NOMOR bQ 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal ,_ \JOVtt-1~ 2016 

SEKRETARJS DAERAH KA UPATEN LAMPUNG SELATAN, 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal ~ ~O\Jt MP;~ 2016 
BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Pasal 42 
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